PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :

Mengingat

NOMOR %1 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

ek

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa sampah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan
rusaknya sistem lingkungan hidup sehingga dapat menggangu
pola hidup sehat yang didambakan oleh masyarakat banyak ;

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan
dimaksud, sekaligus guna menggali Pendapatan Asli Daerah
dan dipergunakan untuk pembangunan daerah, maka perlu
mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan dalam suatu
Peraturan Daerah .

. Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Ri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

Undang-Undang Rl Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4347) ;

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389),
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. Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3528);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2  Serie
D)
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. S8ampah adalah limbah yang berbentuk padat atau

setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi
atau badan yang terdiri bahan organik dan non organik logam
dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk
buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumputan, Firma, Kongsi,
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usa

lainnya. :

Retribusi Jasa Umum adalah refribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa
pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Waijib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
metakukan pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk manfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkaat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkai kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebit Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkannya.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.



BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1). Obyek Retribusi meliputi :

a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke

TPA atau;

b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat
Penumpukan Sementara (TPS) sampai Tempat
Pembuang Akhir (TPA);

c. penyediaan TPA;

d. pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA;

(2). Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) terdiri dari:
a. pelayanan kebersihan jalan umum;

b. pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum;
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat
pelayanan persampahan atau kebersihan.

BAB i
GOLONGAN RETRIBUSI
| Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digoiongkan
sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume
sampah.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak
berbahaya.



(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah
dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara
lain berdasarkan Juas lantai bangunan rumah tanggae,
pardagarigan dan industri.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal7

(1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamnya
tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan
pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya
pengumpulan, biaya pengangkutan, biaya pemusnahan/
pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi TPA, biaya
operasional dan pemeliharaan.
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STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Striktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang
diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan
kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan
sampah rumah tangga :

1. Luas bangunan 0 sd 71 M? Rp.  750,-/bulan
2. Luas Bangunan sd 150 M? Rp. 1.250,~/bulan
3. Luas bangunan sd 300 M? Rp. 2.000,-/bulan
4. Luas bangunan lebih dari 300 M> Rp. 3.000,-/bulan

b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan
sampah perdagangan antara lain pertokoan, rumah makan
dan sejenisnya :

1. Kecil volume sampah sd. 0,51 M®/
hari Rp. 10.000,-/bulan

2. Sedang volume sampah sampai
dengan 0,75 M?/hari Rp. 15.000,-/bulan

3. Sedang volume sampah lebih
0,75 M’ /hari Rp. 25.000,-/buian




